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ABSTRACT

Poverty is a major challenge in development, including in Massewae
Village, Duampanua District, Pinrang Regency. The Family Hope
Program (PKH) is here as an effort to overcome this problem by
providing financial assistance to underprivileged families. However,
the distribution of assistance still experiences obstacles that require
attention so that it is right on target. This study aims to analyze the
effectiveness of PKH implementation in Massewae Village and its
compliance with Islamic economic principles. Qualitative descriptive
methods are used with observation, interview, and documentation
techniques. The research subjects include recipients, assistants, PKH
leaders, and related parties in program implementation.The results
of this study indicate that: 1) The implementation of PKH has a
positive impact on improving welfare, especially in health, education,
and social aspects. However, there are still negative impacts in the
form of dependence on aid. 2) Based on the perspective of Islamic
economics, PKH in Massewae Village has reflected the principles of
monotheism and balance, but still faces challenges in terms of the
principles of caliphate and distribution justice.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

INTRODUCTION
Pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan merupakan
aspek penting dalam pembangunan nasional. Salah satu permasalahan utama yang masih
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dihadapi hingga kini adalah kemiskinan, yang menjadi hambatan serius dalam
mewujudkan kesejahteraan sosial. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah,
memberikan perhatian besar terhadap isu ini mengingat tingginya angka kemiskinan di
Indonesia (Azzahra, Safitri, and Sujarwo 2024). Oleh sebab itu, kebijakan pengentasan
kemiskinan perlu dirancang dengan tepat agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan
berkelanjutan.

Kemiskinan menjadi tantangan utama bagi negara berkembang, termasuk
Indonesia, yang hingga kini masih memiliki jumlah penduduk miskin cukup besar.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melaksanakan berbagai upaya melalui
kebijakan perlindungan sosial, di antaranya melalui penyaluran bantuan sosial yang
menyasar individu, keluarga, dan komunitas berpenghasilan rendah (Nasution, Masitho,
and Hidayat 2024). Berbagai program tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses
masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Salah satu
program unggulan pemerintah dalam konteks ini adalah Program Keluarga Harapan
(PKH), yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk bantuan sosial bersyarat
(Conditional Cash Transfer atau CCT) yang ditujukan bagi keluarga prasejahtera untuk
memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini mulai diterapkan di Indonesia
pada tahun 2007 dan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas
hidup masyarakat berpenghasilan rendah (Wulandari 2023). Melalui program ini,
pemerintah berupaya menciptakan kemandirian bagi Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) sekaligus mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat. PKH telah
diimplementasikan di berbagai wilayah, salah satunya di Desa Massewae, Kecamatan
Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Meskipun pelaksanaan PKH telah berjalan cukup lama dan menunjukkan hasil
positif di berbagai daerah, implementasinya di Desa Massewae masih menghadapi
sejumlah permasalahan. Beberapa keluarga kurang mampu belum terdaftar sebagai
penerima manfaat, sementara sebagian penerima bantuan justru tidak lagi memenuhi
kriteria ekonomi yang seharusnya (Kamariani et al. 2024). Kondisi ini menimbulkan
pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat serta sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan
keluarga penerima manfaat di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten
Pinrang, serta mengkaji pelaksanaannya dari perspektif ekonomi Islam. Kajian ini
diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam menilai sejauh mana prinsip tauhid,
keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial telah diterapkan dalam pelaksanaan
PKH di tingkat desa.

LITERATURE REVIEW
Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk perlindungan
sosial dalam bentuk bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga miskin dan rentan
yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini
bertujuan tidak hanya untuk menurunkan angka kemiskinan jangka pendek, tetapi juga
untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan meningkatkan kualitas hidup
keluarga penerima manfaat (KPM) (Nazaruddin 2021). PKH dikenal secara
internasional sebagai Conditional Cash Transfer (CCT), yang mulai diterapkan di
Indonesia sejak tahun 2007. Melalui bantuan keuangan yang diberikan kepada
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keluarga kurang mampu, program ini mendorong peningkatan kualitas pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial antar
lapisan masyarakat (Mawaddah, Addiarrahman, and Ramli 2023).

Tujuan utama PKH adalah meningkatkan taraf hidup keluarga kurang mampu
dan rentan melalui penyaluran bantuan yang terarah dan berkesinambungan. Bantuan
ini diarahkan agar penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Aeda and Jannah 2022). Dalam aspek
kesehatan, PKH memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil, balita, dan anank-
anak dengan memastikan mereka memperoleh pelayanan kesehatan dasar seperti
imunisasi, pemeriksaan rutin, dan gizi yang memadai. Adapun pada aspek pendidikan,
PKH memberikan bantuan bagi anak usia sekolah untuk mencegah putus sekolah dan
meningkatkan partisipasi pendidikan, sehingga menciptakan generasi yang lebih
berkualitas. Sementara pada aspek kesejahteraan sosial, PKH juga menyasar kelompok
rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia, guna membantu memenuhi
kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kemandirian melalui pemberdayaan
ekonomi (TNP2K 2021). Program Keluarga Harapan (PKH) berperan penting dalam
meningkatkan kualitas hidup KPM melalui akses layanan kesehatan, pendidikan, dan
kesejahteraan sosial.

Keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditetapkan berdasarkan tiga kriteria
komponen utama, yaitu (Mufidah, Fikr, and Abadi 2022):

1. Komponen Kesehatan
Penerima manfaat dalam komponen ini mencakup ibu hamil, menyusui,
serta baru melahirkan termasuk dalam program bantuan sosial untuk kesehatan.
Selanjutnya, anak-anak berusia 0-6 tahun yang belum memasuki usia sekolah juga
termasuk dalam kelompok ini.
2. Komponen Pendidikan
Bantuan PKH dalam kategori pendidikan ditujukan untuk anak-anak
berusia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan wajib serta
masih berstatus siswa di SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/MA sederajat.

3. Komponen Kesejahteraan
Kelompok penerima bantuan dalam kategori ini mencakup warga lansia
(60 tahun ke atas) dan penyandang disabilitas berat yang tidak dapat melakukan
aktivitas harian secara mandiri, serta terdaftar dalam Kartu Keluarga yang sama.
KPM berhak memperoleh bantuan tunai, pendampingan sosial, dan layanan
dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Hikmat 2019). Namun, mereka juga wajib
memenuhi komitmen sesuai ketentuan PKH, antara lain: menghadiri pemeriksaan
kesehatan rutin, memastikan anak mengikuti kegiatan belajar minimal 85% kehadiran,
dan berpartisipasi dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)
(Ditama Binbangkum 2023). Bantuan PKH diberikan dalam bentuk uang tunai dan
disalurkan empat kali setahun melalui bank penyalur ke rekening KPM. Besaran
bantuan disesuaikan dengan kategori dan jumlah anggota keluarga, misalnya: ibu
hamil dan anak usia dini menerima Rp3.000.000/tahun; anak SD Rp.900.000/tahun;
anak SMP Rp.1.500.000/tahun; anak SMA Rp.2.000.000/tahun; lansia dan
penyandang disabilitas Rp.2.400.000/tahun (Ibrahim et al. 2021). Penyaluran dana
dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai rekening
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elektronik bagi penerima manfaat (Iswanto 2022). Sistem ini memastikan bantuan
lebih tepat sasaran dan transparan.

Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat

Kesejahteraan tidak semata-mata dimaknai sebagai kekayaan materi semata,
tetapi juga mencakup kebahagiaan spiritual, nilai-nilai moral yang baik dan hubungan
harmonis dalam masyarakat. Ini berarti bahwa untuk mencapai kesejahteraan yang
sejati, seseorang harus memperhatikan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga
bagaimana kehidupan mereka berkontribusi terhadap kebaikan sosial dan spiritual
(Hasimi 2020). Sementara itu, keluarga penerima manfaat atau disingkat KPM
didefinisikan sebagai unit keluarga yang menerima bantuan sosial dari Program
Keluarga Harapan (PKH) setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan dikukuhkan
secara formal melalui ketetapan Direktur Jenderal (Nazaruddin 2021). Kesejahteraan
keluarga penerima manfaat merupakan suatu kondisi di mana keluarga penerima
bantuan sosial PKH tidak hanya mengalami perbaikan dalam aspek ekonomi, tetapi
juga dalam aspek sosial dan spiritual. Kesejahteraan ini mencakup pemenuhan
kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kecukupan ekonomi, serta
peningkatan kualitas hidup melalui nilai-nilai moral dan hubungan sosial yang
harmonis.

Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif ekonomi Islam merupakan suatu cara pandang menyeluruh dan
mendalam tentang ekonomi Islam yang bertujuan menjelaskan konsep-konsepnya
secara akurat dan rinci. Tujuannya adalah untuk menjadi landasan dalam berbagai
kegiatan seperti pengadaan, penggunaan, atau pengelolaan sumber daya. Pendekatan
ini bertujuan untuk kebaikan individu, masyarakat, dan negara secara spiritual dan
fisik, serta untuk memperoleh rida Allah Swt (Ibrahim et al. 2021). Prinsip-prinsip
ekonomi Islam mencakup beberapa hal penting, di antaranya prinsip tauhid, yang
menenkankan bahwa segala aktivitas ekonomi harus dilandasi dengan iman kepada
Allah Swt.; prinsip keseimbangan, yang mengajarkan harmoni antara kebutuhan
material dan spiritual serta kepentingan individu dan masyarakat; prinsip khalifah,
yang menegaskan bahwa manusia sebagai wakil Allah di bumi bertanggung jawab
untuk mengelola sumber daya dengan adil dan bijaksana; serta prinsip keadilan, yang
menuntut distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil tanpa diskriminasi.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan
yang berfokus pada pemahaman makna dari fenomena sosial berdasarkan pandangan
partisipan (Werdiningsih and B 2022). Penelitian kualitatif tidak melibatkan pengukuran
statistik, melainkan menggambarkan realitas sosial melalui interpretasi mendalam
terhadap data yang diperoleh di lapangan (Sahir 2021). Pendekatan ini dipilih karena
sesuai untuk menelaah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) secara
menyeluruh dan menggali persepsi masyarakat mengenai dampak program terhadap
kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM).

Data penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu jenis data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, seperti kata-
kata atau catatan hasil wawancara dan observasi di lapangan (Haryono 2023). Data
yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan peserta PKH,
pendamping, dan Ketua PKH di Desa Massewae.
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2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah,
dokumen pemerintah (Nasution 2023). Data ini mencakup literatur terkait
pelaksanaan PKH dan ekonomi Islam.

Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data
utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Nasaruddin dkk 2024). Observasi
dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan PKH dan perilaku masyarakat
penerima manfaat, sehingga peneliti dapat memahami realitas sosial yang terjadi di
lapangan. Wawancara mendalam diterapkan untuk menggali pandangan dan pengalaman
para informan yang terlibat dalam program, seperti peserta PKH dan pendamping desa.
Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui telaah terhadap
laporan resmi, arsip kegiatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
PKH.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan
sebagai human instrument dalam mengamati, menafsirkan, dan mengorganisasi data.
Peneliti juga menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman
dokumentasi sebagai alat bantu dalam pengumpulan data di lapangan. Pedoman observasi
digunakan untuk mencatat perilaku dan situasi yang diamati, pedoman wawancara berisi
daftar pertanyaan terbuka untuk memandu proses wawancara, sedangkan pedoman
dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang relevan dengan objek
penelitian (Alhamid and Anufia 2019).

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak awal hingga
akhir penelitian. Proses analisis mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi,
memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah agar lebih terarah pada tujuan
penelitian (Citriadin 2020). Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasi
informasi hasil reduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, sehingga
memudahkan dalam memahami hubungan antarkategori data (Bado 2022). Selanjutnya,
tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan makna data dan
menguji keabsahannya melalui proses verifikasi, termasuk triangulasi sumber dan diskusi
dengan pihak terkait, guna memastikan keakuratan serta validitas hasil penelitian
(Fatimah 2020).

RESULT AND DISCUSSION
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Massewae

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk bantuan sosial bersyarat
yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Program ini secara nasional
telah berjalan sejak tahun 2007, namun pelaksanaannya di Kabupaten Pinrang baru
dimulai pada tahun 2014 (Agustina 2025). Implementasi PKH di wilayah ini telah
berlangsung selama lebih dari satu dekade dan terus mengalami perkembangan dari segi
jumlah penerima dan komponen bantuan yang diterapkan.

Berdasarkan data lapangan, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di
Desa Massewae menunjukkan fluktuasi dari tahun 2023 hingga 2025. Pada awal tahun
2023, jumlah KPM tercatat sebanyak 145 keluarga, kemudian menurun drastis pada
pertengahan tahun menjadi 83 keluarga. Namun, sejak tahun 2024 jumlah penerima
kembali meningkat hingga mencapai 181 keluarga pada awal tahun 2025 (Agustina
2025). Penurunan jumlah penerima di pertengahan tahun 2023 mencerminkan adanya
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proses graduasi alami, yakni keluarnya peserta yang telah mencapai kemandirian
ekonomi atau tidak lagi memenuhi syarat bantuan. Sebaliknya, peningkatan pada tahun-
tahun berikutnya menunjukkan adanya keluarga miskin baru yang memenuhi kriteria
sebagai penerima manfaat.

Penyaluran bantuan PKH di Desa Massewae dilakukan secara triwulanan, yaitu
empat kali dalam setahun: Januari—Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober—
Desember. Besaran bantuan berbeda-beda tergantung pada kategori komponen yang
dimiliki oleh keluarga penerima. Komponen tersebut meliputi bidang pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Bantuan pendidikan diberikan kepada anak yang
bersekolah di tingkat SD, SMP, atau SMA, sedangkan bantuan kesehatan diberikan
kepada ibu hamil dan anak usia dini untuk mendukung gizi serta layanan kesehatan.
Sementara itu, komponen kesejahteraan sosial ditujukan bagi lansia dan penyandang
disabilitas berat.

Pelaksanaan PKH di Desa Massewae tidak hanya sebatas penyaluran dana, tetapi
juga mencakup pendampingan intensif bagi penerima manfaat. Pendamping bertugas
melakukan verifikasi data, memastikan ketepatan jumlah, waktu, dan pemanfaatan
bantuan, serta memberikan edukasi melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga (P2K2). Melalui P2K2, penerima manfaat diberikan materi
tentang pengelolaan keuangan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan anak.
Pendekatan ini menjadikan PKH bukan sekadar program bantuan tunai, melainkan
sarana pemberdayaan masyarakat miskin untuk menjadi lebih mandiri dan produktif.

Dalam proses seleksi penerima, kewenangan utama berada pada pemerintah
pusat. Namun, masyarakat yang merasa layak tetapi belum terdaftar dapat mengajukan
permohonan melalui kantor desa, yang memiliki operator khusus untuk memverifikasi
dan menginput data calon penerima ke dalam sistem pusat.” Mekanisme ini menjamin
adanya transparansi sekaligus membuka akses bagi masyarakat agar tidak terlewat dalam
pendataan.

Secara umum, pelaksanaan PKH di Desa Massewae memberikan dampak positif
terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat, terutama dalam pemenuhan
kebutuhan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Namun, di sisi lain, masih
terdapat tantangan dalam aspek pendataan, kesadaran masyarakat, serta ketergantungan
terhadap bantuan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penerima melalui kegiatan
edukatif dan verifikasi data yang lebih akurat menjadi langkah penting untuk
memastikan bahwa bantuan sosial ini tidak hanya bersifat Karitatif, tetapi juga
transformatif, sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam.

Perspektif Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
(PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Desa
Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massewae Kecamatan
Duampanua Kabupaten Pinrang jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam menunjukkan
bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga spiritual dan
sosial. Implementasinya dapat dianalisis melalui empat prinsip utama dalam ekonomi
Islam, yaitu tauhid, keseimbangan, khalifah, dan keadilan.

Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi
kesadaran bahwa segala rezeki berasal dari Allah Swt., dan penggunaan harta merupakan
bentuk amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab. Penerima manfaat PKH di
Desa Massewae memaknai bantuan yang diterima sebagai rezeki dari Allah yang wajib
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dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan keluarga. Hal ini mencerminkan sikap syukur
dan tanggung jawab moral dalam penggunaan bantuan sosial sesuai dengan nilai tauhid.

Selanjutnya, prinsip keseimbangan terlihat dalam hubungan antara hak dan
kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mereka memiliki hak untuk menerima
bantuan dan layanan sosial, tetapi juga berkewajiban memenuhi komitmen dalam bidang
kesehatan, pendidikan, serta menghadiri kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan
Keluarga (P2K2) (Nazaruddin 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping
PKH, keseimbangan antara hak dan kewajiban telah terlaksana dengan baik berkat peran
aktif pendamping dalam memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada peserta program.

Prinsip khalifah tercermin dalam peran pendamping dan penerima manfaat yang
bertanggung jawab dalam mengelola bantuan agar memberi manfaat jangka panjang.
Pendamping PKH tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga membimbing keluarga
penerima melalui kegiatan edukatif seperti P2K2 untuk meningkatkan kemampuan dalam
mengatur keuangan dan mendidik anak. Namun demikian, prinsip khalifah belum
sepenuhnya optimal karena sebagian masyarakat miskin yang layak menerima bantuan
belum terdata sebagai penerima. Pendamping hanya mengarahkan warga untuk melapor
ke kantor desa tanpa melakukan pendataan aktif, sehingga aspek tanggung jawab sosial
belum sepenuhnya tercapai.

Terakhir, prinsip keadilan (al- ‘adl) menjadi dasar utama dalam penyaluran PKH.
Prinsip ini menuntut agar distribusi bantuan dilakukan secara merata dan tepat sasaran.’
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian penerima PKH di Desa Massewae sudah
tepat sasaran, namun masih terdapat kasus di mana keluarga mampu tetap menerima
bantuan, sementara keluarga miskin yang layak justru belum terdaftar. Mekanisme
penetapan penerima yang dilakukan secara terpusat membatasi peran pendamping dalam
memastikan keadilan distribusi di tingkat lokal. Meskipun terdapat mekanisme pelaporan
dan verifikasi melalui kantor desa, sistem ini belum sepenuhnya efektif menjangkau
kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PKH di Desa Massewae telah berupaya
mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam melalui prinsip tauhid, keseimbangan, khalifah,
dan keadilan. Namun, optimalisasi prinsip khalifah dan keadilan masih memerlukan
penguatan, terutama dalam hal pendataan dan distribusi yang proaktif agar bantuan benar-
benar memberi manfaat bagi masyarakat yang paling membutuhkan sesuai dengan tujuan
syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan (al-maslahah) dan keadilan sosial.

CONCLUSION

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massewae Kecamatan
Duampanua Kabupaten Pinrang menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan
kesejahteraan keluarga penerima manfaat, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan,
dan sosial. Namun demikian, efektivitas program ini masih menghadapi kendala pada
pemanfaatan bantuan yang belum optimal dan kecenderungan ketergantungan penerima
terhadap bantuan tersebut. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, pelaksanaan PKH
telah mencerminkan prinsip tauhid dan keseimbangan, yang tercermin dari kesadaran
penerima manfaat dalam memaknai bantuan sebagai amanah Allah Swt. serta
keterpenuhan hak dan kewajiban dalam program. Namun, penerapan prinsip khalifah dan
keadilan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam pendataan
calon penerima baru dan ketidaktepatan sasaran distribusi bantuan. Oleh karena itu,
diperlukan upaya peningkatan tanggung jawab sosial melalui pendampingan aktif dan
pendataan berbasis lapangan agar implementasi PKH dapat berjalan lebih adil, produktif,



70

Mappideceng: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 2 No. 2 (2025)
ISSN (print): | ISSN (online):

serta sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan kemaslahatan dan
kesejahteraan bersama.
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